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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan dapat diidentifikasi sebagai pranata hukum, hukum dapat diidentifikasi 

sebagai bagian dari pranata sosial. Cik Hasan Bisri mengungkapkan bahwa “pranata 

adalah konsep dan struktur. Hukum, adalah pranata (Institution). Hal ini didasarkan 

kepada gagasan keadilan dan kepatutan. Gagasan itu dikonstruksikan dan mencakup 

pengadilan (<courts), perangkat hukum (statutory provisions), dan sejenisnya. Oleh 

karena itu, peradilan diidentifikasikan sebagai pranata sosial, 

kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum 

demi tegaknya hukum dan keadilan. Peradilan tidak lepas dari badan kehakiman 

yang kemudian akan menjalankan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Dasar 1945 menentukan tiga macam kekuasaan yaitu 

Kekuasaan Pemerintah Negara (Pasal 4 dan 5), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 - 

22) dan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan 25). Untuk mewujudkan kekuasaan 

kehakiman, dibentuklah peraturan perundang-undangan yang dalam perkembanganya 

telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejak tahun 1948 telah terdapat beberapa 

Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

«i Peradilan adalah

' C'k Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1998. hlm. 8. 
2/bid, hlm. 3.
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1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan 

badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan, bahwa lingkungan

peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman terdiri dari lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara. M. Yahya Harahap menegaskan “bahwa Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, 

kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.”3

Peradilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu 

yang diatur dalam Undang-undang ini.

*> 4C‘r“ 'W"‘” U
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Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini dipeijelas dalam Pasal 63 

ayat (1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum 

bagi lainnya. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menegaskan kedudukan 

Peradilan Agama dalam asas personalitas keislaman dibidang perkawinan dan 

sengketa perkawinan.

Periode 1989 merupakan tonggak monumental sejarah Peradilan Agama di 

Indonesia, ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tanggal 

29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama. Pokok fundamen isi Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 ini adalah :

1. Penegasan Kedudukan Konstitusional Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai Peradilan Negara, merupakan salah satu Badan 

Peradilan disamping badan peradilan lain yang berfungsi menyelenggarakan 

kekuasaan kehakiman meliputi bidang perkara tertentu berdasarkan 

personalitas keislaman (pasal 1,2 dan 5 ayat (l)).4 

Pengadilan Agama memiliki kedudukan otonomi penuh yaitu tidak berada di 

bawah lingkungan Peradilan Umum dan memiliki tingkat instansi sendiri yaitu 

Pengadilan Agama instansi tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama instansi

asas

<”* Yayasan



4

Tingkat Banding dan Mahkamah Agung sebagai instansi kasasi (pasal 3 ayat

(3))-5

Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang mandiri yang terdiri dari organisasi 

sendiri, perangkat aparat lengkap sebagai peradilan kontemporer, berhak 

melaksanakan sendiri Eksekusi putusannya, bebas dari campur tangan kekuasaan

lain, baik yang bersifat Direktiva maupun anjuran dan paksaan dari pihak luar 

atau dari instansi peradilan yang lebih tinggi.6

2. Penegasan Definitif Yurisdiksi dalam Pasal 49 menyebutkan bidang tertentu

kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan secara definitif dan secara limitatif

meliputi seluruh bidang perkawinan, bidang ke warisan termasuk hibah, wasiat
n

dan meliputi wakaf.

3. Penegasan Hukum Acara yang Berlaku

Pasal 54 menentukan hukum acara Peradilan Agama disamakan dengan Hukum 

Acara Peradilan Umum dengan ketentuan HIR untuk Jawa - Madura dan RBg 

untuk daerah luar Jawa - Madura.

Ditambah dengan Hukum Acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undnag 

Nomor 7 tahun 1989. 8

5 Ibid., hlm. 61.
6 Ibid.
7 Ibid
8 Ibid., hlm. 62.
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4. Penegasan asas personalitas keislaman yaitu bagi mereka yang beragama Islam 

tunduk kepada Pengadilan Agama, sepanjang itu meliputi bidang perkara 

perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan wakaf. Ketundukan itu bersifat imperatif 

dan tidak fakultatif.9

5. Penegasan penerapan Hukum Islam yaitu tidak ada pilihan, selain merupakan 

Hukum Islam dan tentang hal itu ialah Kompilasi Hukum Islam.10

Tujuan peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Pengadilan 

merupakan suatu institusi yang dijadikan patokan dan tumpuan untuk mencari 

kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Peran hakim dalam 

mewujudkan misi Pengadilan ini sangat besar melalui keputusan-keputusannya.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menetukan bahwa tugas 

pokok hakim sebagai penegak hukum dan keadilan adalah wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu 

perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian terhadap pihak- 

pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, lebih 

utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara 

diadilinya. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas 

utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa.

yang

9 Ibid.
10 Ibid
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Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan 

Islam. Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiapdengan tuntunan ajaran 

perselisihan dengan jalan perdamaian (ishlah). Ketentuan ini sejalan dengan firman

Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat (9) yang artinya :

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya 
terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu 
sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan 
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.11

Juga dalam Q.S. Al-Hujurat ayat (10) yang artinya “Sesungguhnya orang-orang

mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan

1 *)bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 

tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001, merekomendasikan pemberdayaan 

lembaga peradilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR. Sejalan dengan 

hasil Rakernas tersebut dan untuk membatasi perkara kasasi ke Mahkamah Agung 

secara substantif dan prosessual, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat 

Edaran (SE) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama 

Menerapkan Lembaga Damai dalam bentuk mediasi.13 Pasal 154 RBg / 130 HIR ayat

11 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quraan dan Tcijemahannya, Jakarta, 1981.

12 Ihid
l3Yasardin, “Mediasi di Pengadilan Agama”, Suara Uldilag Edisi II, 1 Juli 2003 

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm.52.

hlm.846.

Pokja Perdata
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(1) dan (2) menentukan bila pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, 

maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan Ketua berusaha mendamaikannya dan 

bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta 

dan para pihak dihukum untuk menaati peijanjian yang telah dibuat, dan akta itu 

mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Dari isi 

Pasal 154 RJBg / 130 HIR ayat (1) dan (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha 

perdamaian dilakukan oleh Majelis Hakim. Namun, dengan berlakunya SEMA No. 1/ 

2002, dalam praktek di Pengadilan Agama upaya perdamaian tersebut dilakukan oleh 

Majelis Hakim. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim harus 

menganjurkan dan memberikakan pengertian tentang perlunya mediasi.

Lembaga perdamaian dalam praktek Pengadilan telah banyak yang 

mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang 

berperkara. Bagi hakim perdamaian berarti para pihak yang bersengketa telah 

menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sedang 

bagi para pihak perdamaian berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat 

penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.

Upaya damai merupakan prioritas utama dan harus dilaksanakan seoptimal 

mungkin dalam menyelesaikan sengketa agar antara pihak-pihak berperkara tidak 

terjadi permusuhan, karena perdamaian adalah lebih baik dari putusan yang paling 

adil sekalipun. Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang 

persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai 

keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri dalam
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sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan 

tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana

• «14mestinya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peranan hakim Pengadilan Agama 

dalam masalah penyelesaian perkara perceraian melalui perdamaian berdasarkan 

fakta yuridis dan fakta riel serta bentuk-bentuk usaha damai baik dalam perkara 

perceraian maupun selain perkara perceraian di Pengadilan Agama

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka penulis menuangkannya dalam bentuk

Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian diskripsi dengan judul

Pengadilan Agama.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebuut, permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian 

dalam perkara perceraian?

2. Bagaimana proses pelaksanaan dan bentuk lembaga damai dalam 

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama?

AC"r" “ “"‘""S- 'W"“ "*“*« VW»
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Hakim Pengadilan Agama mengupayakan 

perdamaian dalam perkara perceraian,

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dan bentuk lembaga damai dalam 

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (Library Riset) yaitu

dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka.

b. Penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan melakukan penelusuran

terhadap bahan-bahan pustaka yang ditunjang dengan data-data yang 

didapat langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kayu Agung. Adapun 

dipilihnya Pengadilan Agama Kayu Agung sebagai lokasi penelitian 

disebabkan karena tingkat perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan 

Agama Kayu Agung tergolong tinggi yaitu sekitar 80% pertahun, 

dibandingkan dengan perkara selain perceraian yang hanya sekitar 20%

pertahunnya, sehingga hakim di Pengadilan Agama Kayu Agung memiliki 

lebih banyak kesempatan untuk menangani masalah perceraian yang dalam
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hal ini lebih memudahkan penulis dalam proses penelitian untuk mencari 

fakta riel mengenai efektifitas peranan hakim Pengadilan Agama 

mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer, yaitu berupa data dari hasil penelitian yang didapat langsung 

dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kayu 

Agung dan pengumpulan data yang berkaitan dengan obyek penelitian 

berupa studi dokumen putusan/penetapan Pengadilan Agama.

b. Data sekunder, yaitu berupa data yang sudah tersusun dalam bentuk 

literatur, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi 

Presiden yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku 

bacaan, jurnal-jurnal, majalah, tulisan-tulisan serta pendapat-pendapat 

para ahli mengenai masalah yang dibahas yaitu perdamaian dalam 

perkara perceraian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

berupa Kamus-kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.



n

II

4. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan

maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh

kesimpulan yang benar.
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